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ABSTRAK 

 

EVEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM 

MENINGKATKAN PERILAKU KESEHATAN KELUARGA  

PENERIMA MANFAAT DI KAMPUNG JAYA SAKTI  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

 

Oleh 

 

ALFI NURMALA SARI 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan, pemerintah melaksanakan PKH sebagai salah satu program 

perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 

hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan bersyarat. Salah satu komponen 

utamanya adalah komponen kesehatan yang disertai kewajiban pemenuhan layanan 

kesehatan bagi ibu hamil/nifas dan anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas PKH dalam meningkatkan perilaku kesehatan KPM di 

Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah, serta untuk mengetahui faktor-

faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaannya.  

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi kenyataanya di 

masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

dilakukan dengan membandingkan hasil lapangan terhadap ketentuan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kampung Jaya Sakti 

belum berjalan efektif, meskipun tingkat kepatuhan KPM terhadap kewajiban 

kesehatan mencapai 99%. Capaian tersebut belum memenuhi standar kepatuhan 

normatif Program Keluarga Harapan yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban 

kesehatan secara penuh (100%) bagi seluruh KPM sebagai indikator efektivitas 

program. Efektivitas perilaku kesehatan KPM didukung oleh beberapa faktor, yaitu 

peran pemerintah daerah dan koordinasi dengan Dinas Sosial, partisipasi dan 

kepatuhan KPM, penerapan sanksi, serta pembinaan dan monitoring yang 

berkelanjutan. 

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Perilaku Kesehatan, 

Keluarga Penerima Manfaat. 
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ABSTRACT 

 

EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN IMPROVING 

THR HEALTH BEHAVIOR OF BENEFICIARY FAMILIES IN  

JAYA SAKTI VILLAG CENTRAL LAMPUNG REGENCY 

 

By 

 

ALFI NURMALA SARI 

 

Based on the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 

concerning the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH), the 

government implements PKH as a social protection program aimed at improving 

the welfare and quality of life of poor families through conditional cash assistance. 

One of its main components is the health component, which is accompanied by 

mandatory fulfillment of health service obligations for pregnant/postpartum women 

and early childhood. This study aims to examine the effectiveness of PKH in 

improving the health behavior of Beneficiary Families (Keluarga Penerima 

Manfaat/KPM) in Kampung Jaya Sakti, Central Lampung Regency, as well as to 

identify factors that support the effectiveness of its implementation. 

This study employs an empirical juridical legal research method, examining 

applicable legal provisions and their implementation in society. The data used 

consist of primary and secondary data, collected through observation, interviews, 

and documentation. The analysis was conducted by comparing empirical findings 

with the provisions of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 

2018 concerning the Family Hope Program. 

The results indicate that the implementation of PKH in Kampung Jaya Sakti has 

not been fully effective, although the level of KPM compliance with health-related 

obligations reached 99%. This achievement does not meet the normative 

compliance standard of the Family Hope Program, which requires full (100%) 

fulfillment of health obligations by all KPM as an indicator of program 

effectiveness. The effectiveness of KPM health behavior is supported by several 

factors, including the role of local government and coordination with the Social 

Affairs Office, KPM participation and compliance, the implementation of sanctions, 

as well as continuous guidance and monitoring. 

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Health Behavior, Beneficiary 

Families 
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MOTTO 

 

“Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran” 

(Abu Bakar) 

 

“Kenapa engkau merasa cemas? Gelisah berlebihan hanya karena masalah yang 

sekarang kau hadapi, bukankah dulu ada ribuan masalah yang telah kau 

selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Kata Allah, 

seberat beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu    ِيسُْرًا الْعسُْرِ  مَعَ  إن,  

semua ini pasti akan selesai.” 

(Ust. Adi Hidayat) 

 

“Kamu tidak dapat mencapai tuuanmu jika kamu terus menjadi orang yang sama 

seperti sebelumnya” 

(Germany Kent) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan 

nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum”. Namun, hingga saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan 

seperti kemisikinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 24,06 juta orang, atau 

sekitar 8,03% dari total populasi.1 

 

Kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan yang tidak diinginkan oleh 

individu yang mengalaminya. Seseorang dapat dikategorikan miskin apabila 

memiliki tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi 

yang rendah, serta kesejahteraan hidup yang minim, sehingga mencerminkan 

situasi ketidakberdayaan yang berkelanjutan. Kemiskinan merupakan kondisi di 

mana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar, sementara lingkungan sekitar tidak memberikan cukup peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau keluar dari kondisi rentan.2 

Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan 

penyebabnya, yaitu kemiskinan kultural, natural, dan struktural. Kemiskinan 

kultural muncul akibat faktor budaya, seperti gaya hidup boros, kurang disiplin, 

                                                
1  Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 

Persen.,” 2025, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-

miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html. diakses tanggal: 2 Juli 2025. 
2 El Adawiyah, “Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya,” Jurnal of Social Work and Social 

Service 1, no. 1 (2020): hlm. 43. 
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dan ketidakteraturan. Kemiskinan natural disebabkan oleh kondisi alamiah, 

misalnya karena usia lanjut, penyakit, cacat fisik, atau bencana alam. Sementara 

itu, kemiskinan struktural terjadi akibat ketimpangan yang diciptakan oleh 

manusia, seperti pembagian aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi 

yang tidak berpihak pada rakyat kecil, korupsi dan kolusi, serta sistem ekonomi 

yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.3 

 

Masalah kemiskinan ini bersifat kompleks dan multidimensi, tidak hanya 

menyangkut rendahnya penghasilan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses 

layanan dasar seperti kesehatan. Kemiskinan berdampak pada rendahnya kualitas 

sumber daya manusia (SDM), seperti gizi buruk, serta kurangnya kesadaran akan 

pentingnya perilaku hidup sehat. Akibatnya, masyarakat miskin menjadi semakin 

rentan dan sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Jika hal ini tidak diintervensi, 

kondisi ini akan terus menurunkan kualitas hidup dan memperkuat rantai 

kemiskinan antargenerasi. 

 

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan 

PKH sebagai salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang tidak hanya 

memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong terciptanya perubahan 

perilaku positif yang berkelanjutan. Secara hukum, pelaksanaan PKH berlandaskan 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 

Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang 

terlantar dipelihara oleh negara”, serta pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas hidup 

sejahtera dan pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 

tentang percepatan penanggulangan kemiskinan memperkuat PKH sebagai salah 

satu program prioritas nasional. Adapun secara teknis, pelaksanaan PKH diatur 

melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan, yang memuat ketentuan mengenai kriteria penerima, hak dan kewajiban, 

serta mekanisme penyaluran bantuan. PKH adalah sebuah program yang 

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang 

                                                
3  Yuspita Andini et al., “Analisis Dinamika Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus 

Flores,” Seminar Nasional Lppm Ummat 13 (2024): hlm. 882. 
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telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.4  Penerima Program ini kemudian 

disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat menjadi KPM. KPM 

mendapatkan bantuan berupa dana tunai serta bentuk dukungan lainnya, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018, KPM berhak atas bantuan sosial PKH, pendampingan sosial, serta pelayanan 

di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. 

 

Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai pada tahun 

2007 di 7 provinsi. Hingga tahun 2020, PKH telah menjangkau seluruh 34 provinsi 

di Indonesia dan mencakup 514 Kabupaten/Kota serta 6.709 Kecamatan. Pada 

tahun tersebut, jumlah KPM PKH mencapai sekitar 10 juta, dengan total anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp36,9 triliun.5  Dalam pelaksanaannya, peserta PKH 

berhak menerima bantuan selama maksimal enam tahun. Penyaluran PKH 

dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara 

tunai maupun non tunai.6 Bantuan dana ini disalurkan secara bertahap sebanyak 

empat kali dalam setahun, sehingga keluarga penerima manfaat tidak menerima 

seluruh dana sekaligus, melainkan dibagikan per tahap untuk mendorong 

penggunaan yang lebih terarah dan terkontrol.  

 

Dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Sosial 

Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) 

atau Bantuan Tunai Bersyarat. Secara sederhana, CCT merupakan bantuan sosial 

yang diberikan secara tunai kepada penerima manfaat dengan diberikan syarat 

pemenuhan atas kondisionalitas tertentu.7  kondisionalitas yang dimaksud disini 

berkaitan dengan komponen di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. 

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan kesempatan bagi 

                                                
4  Subadi Wahyu Jannati Baiti, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Talan 

Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong,” Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis 

5, no. 2 (2022): hlm. 543. 
5  Sulfadli et al., “Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Enrekang,” 

Development Policy and Management Review 3, no. 1 (2023): hlm. 4. 
6  Kementrian Sosial, “Program Keluarga Harapan,” 2024, https://kemensos.go.id/page/program-

keluarga-harapan-1 diakses tanggal: 20 April 2025 
7 Budi Larasati and Lina Miftahul Jannah, “Transfer Kebijakan Dan Implementasi Program Bantuan 

Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) Di Indonesia,” Kolaborasi: Jurnal Administrasi 

Publik 8, no. 1 (2022): hlm. 72, http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi. 
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keluarga miskin, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) 

yang ada di lingkungan mereka.  

 

Pada komponen kesehatan, PKH mewajibkan KPM untuk mematuhi sejumlah 

kewajiban, antara lain pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, keikutsertaan balita dalam 

kegiatan posyandu, imunisasi dasar, dan pemantauan tumbuh kembang anak. 

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sesuai dengan Pedoman PKH, 

bantuan yang diterima dapat dikurangi sebagai bentuk sanksi.8 Dengan demikian, 

PKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai 

sarana pembinaan sosial yang mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. 

 

Salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan PKH adalah Kabupaten 

Lampung Tengah, yang menurut data BPS Provinsi Lampung tahun 2024 memiliki 

jumlah penduduk miskin sebanyak 137,41 ribu jiwa atau 10,37% dari total 

penduduknya.9 Angka ini menjadikan Lampung Tengah sebagai kabupaten dengan 

jumlah penduduk miskin tertinggi secara absolut di provinsi tersebut. Hal ini 

menjadikan wilayah ini sebagai target strategis program PKH. 

 

Efektivitas pelaksanaan program PKH tidak cukup diukur dari tersalurkannya 

bantuan secara administratif, melainkan harus dilihat dari perilaku KPM dalam 

mengakses layanan kesehatan sebagai salah satu tujuan dari diluncurkannya PKH. 

Observasi awal yang dilakukan peneliti di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten 

Lampung Tengah, peneliti mendapat pernyataan dari pendamping PKH di kampung 

Jaya Sakti yang menyebutkan bahwa semangat KPM untuk ikut kegiatan kesehatan 

menurun setelah beberapa waktu bantuan diterima. Tingkat efektivitas 

pelaksanaannya di lapangan masih bervariasi, hal itu tergantung berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Perilaku 

                                                
8 Op.cit., hlm. 4 
9  Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Lampung, 2024,” 2025, https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgzIzE=/kemiskinan-

menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung--2024.html. diakses tanggal: 20 April 2025. 
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Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten 

Lampung Tengah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan 

program serta faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan perilaku kesehatan 

KPM. 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan 

perilaku kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti, 

Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Apa saja faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas PKH dalam 

meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat miskin di kampung Jaya 

Sakti Kabupaten Lampung Tengah? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini meliputi substansi penelitian yaitu Hukum 

Administrasi Negara. Objek Penelitan adalah Efektivitas Program Keluarga 

harapan dalam Meningkatkan Perilaku Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di 

Kampung Jaya sakti Kabupaten lampung Tengah. Tempat Penelitian berada di 

Kampung jaya Sakti yang melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Data 

penelitian tahun 2023-2025.  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

meningkatkan perilaku kesehatan di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas PKH 

dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat miskin di kampung 

Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah . 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam  

Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kebijakan berupa program 

perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

membentuk pengetahuan tentang efektivitas program PKH dalam meningkatkan 

perilaku kesehatan di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah, dan 

sebagai dokumen penelitian untuk pengembangan penelitian lebih mendalam di 

masa mendatang. 

b. Manfaat Praktis 

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini juga mempunyai 

kegunaan praktis bagi: 

1. Pemerintah Daerah dan Pelaksana PKH, sebagai bahan evaluasi dalam 

meningkatkan kualitas implementasi Program Keluarga Harapan, khususnya 

pada komponen kesehatan, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan 

perbaikan dan penguatan peran pendamping sosial. 

2. Keluarga Penerima Manfaat, sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman tentang pentingnya perilaku hidup sehat, sehingga 

perubahan perilaku yang terjadi bersifat berkelanjutan dan tidak semata-mata 

bergantung pada bantuan yang diberikan. 

3. Lembaga Sosial dan Masyarakat Umum, sebagai referensi dalam 

mendukung pelaksanaan program PKH dan mendorong terciptanya 

lingkungan sosial yang kondusif terhadap perilaku hidup sehat di tingkat 

komunitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan dan Peraturan Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” merujuk pada tindakan atau 

perilaku yang diambil oleh seorang pemimpin. Kebijakan publik dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan maupun 

untuk tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do).10 Menurut 

Anderson, kebijakan adalah suatu bentuk rencana tindakan yang disengaja dan 

dirancang oleh seseorang untuk menyelesaikan atau menangani s ìuatìu pìermasalahan 

tìertìent ìu. 

Kìebijakan adalah kìumpìulan prinsip dan/ataìu konsìep yang mìenjadi pandìuan dalam 

mìerancang sìerta mìelaksanakan sìuat ìu kìegiatan, kìepìemimpinan, ataìu tindakan. 

Kìebijakan (policy) bìerfìungsi sìebagai salah sat ìu instrìumìen pìemìerintahan, tìermasìuk 

dalam pìengìelolaan aparatìur nìegara maìupìun sìumbìer daya pìublik. Kìebijakan jìuga 

mìerìupakan bagian t ìerpadìu dari idìe, idìeologi, tìeori, dan kìepìentingan yang bìerada 

dalam sist ìem politik sìuatìu nìegara. 

Pìublic policiìes adalah sìerangkaian kìepìutìusan yang saling bìerkaitan, mìencakìup 

kìetìent ìuan ìuntìuk bìertindak ataìu tidak bìertindak, yang dit ìetapkan olìeh lìembaga ataìu 

pìejabat pìemìerintah. Kìebijakan ini dirìumìuskan ìunt ìuk bìerbagai sìektor sìepìerti 

pìertahanan, kìesìehatan, pìendidikan, kìesìejaht ìeraan, hingga pìenanggìulangan 

kìejahatan. 

                                                
10  Tarwiyah Siti, Buku Ajar Kebijakan Publik :Administrasi, Perumusan, Implementasi, 

Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik, 2022: hlm. 12 
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Kìebijakan pìublik didìefinisikan sìebagai sìegala sìesìuatìu yang dipilih olìeh pìemìerintah 

ìunt ìuk dilakìukan maìupìun tidak dilakìukan. Pandangan lain jìuga mìenyatakan bahwa 

kìebijakan pìublik mìencakìup apa yang diìucapkan dan dilakìukan olìeh pìemìerintah, 

ataìupìun yang sìengaja tidak dilakìukan, sìerta mìerìupakan t ìujìuan ataìu maksìud dari 

program-program pìemìerintah.11 

2.1.2 Pìengìertian Pìeratìuran Kìebijakan 

Dalam mìenjalankan t ìugas-tìugas administrasi nìegara, pìemìerintah sìeringkali 

mìengìelìuarkan bìerbagai bìent ìuk kìebijakan. Bìent ìuk-bìent ìuk kìebijakan ini antara lain 

bìerìupa garis-garis kìebijakan (bìelìeidslijnìen), kìebijakan (hìet bìelìeid), pìeratìuran 

(voorschriftìen), pìedoman (richtlijnìen), pìetìunjìuk (rìegìelingìen), sìurat ìedaran 

(circìulairìes), rìesolìusi (rìesolìutiìes), instrìuksi (aanschrijvingìen), nota kìebijakan 

(bìelìeidsnota’s), pìeratìuran mìentìeri (rìeglìemìentìen), kìepìutìusan (bìeschikkingìen), dan 

pìengìumìuman (bìekìendmakingìen). Mìenìurìut Phillipìus M. Hadjon dalam Ridwan 

H.R., pìeratìuran kìebijakan pada dasarnya mìerìupakan prodìuk hìukìum dari tata ìusaha 

nìegara yang bìertìujìuan ìunt ìuk mìenyampaikan kìebijakan t ìertìulis kìe lìuar “naar bìuitìen 

gìebracht schriftìelijk bìelìeid”. Pìeratìuran ini bìerfìungsi sìebagai sarana opìerasional 

dalam pìelaksanaan tìugas pìemìerintahan, namìun tidak mìemiliki wìewìenang ìunt ìuk 

mìengìubah ataìu mìenyimpangi pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. Olìeh 

karìena it ìu, pìeratìuran kìebijakan disìebìut jìuga sìebagai hìukìum sìemìu (psìeìudo-

wìetgìeving) ataìu hìukìum bayangan/cìermin (spiìegìelrìecht), karìena sifatnya yang tidak 

sìetara dìengan ìundang-ìundang namìun t ìetap digìunakan dalam praktik 

pìemìerintahan.12 

Mìengacìu pada hìukìum positif di Indonìesia, dasar hìukìum yang dapat digìunakan 

dalam pìembìentìukan dan pìelaksanaan pìeratìuran kìebijakan adalah Undang-Undang 

Administrasi Pìemìerintahan. Mìeskipìun ìundang-ìundang ini tidak sìecara ìeksplisit 

mìenyìebìutkan istilah pìeratìuran kìebijakan, namìun kìetìentìuan di dalamnya dapat 

dijadikan acìuan. Hal ini sìejalan dìengan pìendapat Bagir Manan dalam Sadhìu Bagas 

                                                
11  Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, and Badrudin Kurniawan, Analisis Kebijakan Publik, Unesa 

University Press (Surabaya: UNESA University Press, 2019): hlm.1. 
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020): hlm.174-

175.  
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Sìuratno yang mìenyatakan bahwa pìeratìuran kìebijakan (bìelìeidsrìegìel, 

psìeìudowìetgìeving, policy rìulìes) mìerìupakan pìeratìuran yang dibìuat bìukan atas dasar 

kìewìenangan dari pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan, dìelìegasi, ataìupìun mandat, 

mìelainkan bìersìumbìer dari frìeiìes ìermìessìen ataìu diskrìesi. Olìeh karìena it ìu, 

pìembìent ìukan dan pìelaksanaan pìeratìuran kìebijakan harìus disìesìuaikan dìengan 

kìetìent ìuan mìengìenai dìefinisi, rìuang lingkìup, syarat, prosìedìur, dan akibat hìukìum 

dari diskrìesi sìebagaimana diat ìur dalam UU Administrasi P ìemìerintahan.13 

Pìeratìuran kìebijakan (bìelìeidsrìegìel) mìuncìul karìena pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

yang lìebih tinggi dalam hiìerarki hìukìum ìumìumnya hanya mìengat ìur hal-hal yang 

bìersifat mìendasar. Olìeh karìena it ìu, dipìerlìukan pìenjabaran lìebih lanjìut sìecara tìeknis 

maìupìun administratif ìunt ìuk mìelaksanakan kìetìent ìuan tìersìebìut sìecara ìefìektif, dan di 

sinilah pìeran pìeratìuran kìebijakan mìenjadi pìenting. Sìelain it ìu, pìeratìuran kìebijakan 

jìuga dapat digìunakan ìuntìuk mìengisi kìekosongan hìukìum dalam sit ìuasi darìurat, gìuna 

mìenyìesìuaikan dìengan kìebìut ìuhan sìerta kìepìentingan masyarakat. Pìenggìunaan dan 

pìenìetapan pìerat ìuran kìebijakan olìeh pìemìerintah dapat dibìenarkan karìena adanya 

rìuang pìertimbangan (bìeoordìelingsrìuimtìe) yang dibìerikan olìeh lìegislatif kìepada 

pìejabat pìemìerintah, sìehingga mìerìeka mìemiliki kìelìelìuasaan ìuntìuk mìengat ìur, 

mìenìetapkan, dan bìertindak sìecara aktif dalam mìenangani pìersoalan-pìersoalan 

dalam pìelaksanaan pìemìerintahan.14 

Dalam ilmìu Hìukìum Administrasi Nìegara (HAN), frìeiìes Ermìessìen dibìerikan kìepada 

pìemìerintah ataìu administrasi nìegara sìebagai kìewìenangan ìunt ìuk mìelakìukan 

tindakan, baik yang bìersifat biasa maìupìun hìukìum. Kìetika kìewìenangan t ìersìebìut 

dit ìuangkan dalam bìent ìuk instrìumìen yìuridis tìertìulis, maka lahirlah pìeratìuran 

kìebijakan. Karìena bìersìumbìer dari frìeiìes Ermìessìen yang hanya dimiliki olìeh 

                                                
13  Sadhu Bagas Suratno, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik,” E-Journal Lentera Hukum 4, no. 3 (2017): hlm. 168, 

https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499. 
14 Firdaus Arifin, “Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” Litigasi 

22, no. 1 (2021): hlm.138, https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751. 
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pìemìerintah, maka kìewìenangan ìunt ìuk mìembìent ìuk pìeratìuran kìebijakan mìerìupakan 

hal yang mìelìekat sìecara inhìerìen pada pìemìerintahan.15 

Mìuncìulnya pìeratìuran kìebijakan disìebabkan karìena pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

mìemiliki kìelìemahan. Sìepìerti yang dijìelaskan olìeh Bagir Manan dalam Rita kartina 

dkk, pìeratìuran pìerìundang-ìundangan tidak bìersifat flìeksibìel sìehingga sìulit 

mìenyìesìuaikan diri dìengan pìerkìembangan masyarakat. Sìelain it ìu, pìeratìuran tìersìebìut 

jìuga tidak pìernah sìepìenìuhnya mampìu mìengat ìur sìemìua pìeristiwa ataìu kìebìut ìuhan 

hìukìum, yang pada akhirnya mìenimbìulkan kìekosongan hìukìum.16 

2.1.3 Ciri-Ciri Pìeratìuran Kìebijakan 

Pìeratìuran kìebijakan (bìelìeidsrìegìels) bìukanlah bagian dari pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan. Jika dikaitkan d ìengan konsìep bìelìeidsrìegìels yang disìesìuaikan dìengan 

karaktìeristik nìegara hìukìum Indonìesia yang bìerlandaskan pada Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Pancasila, maka mìenìurìut pìendapat Marcìus Lìukman dikìutip dalam 

Firdaìus Arifin, pìeratìuran kìebijakan dalam sist ìem hìukìum nasional Indonìesia sìecara 

ìumìum mìemiliki sìejìumlah ciri sìebagai bìerikìut:17 

1. Dasar Kìewìenangan Pìembìentìukan: 

a. Kìebìebasan dalam mìembìuat pìertimbangan yang bìersìumbìer dari pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan (intra-lìegal) dapat mìenghasilkan dìua jìenis pìeratìuran 

kìebijakan, yait ìu: (1) pìeratìuran kìebijakan intra-lìegal, dan (2) pìeratìuran 

kìebijakan kontra-lìegal. Kìedìua bìent ìuk pìeratìuran kìebijakan ini mìemiliki 

kìedìudìukan sìetara dìengan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. Kìeabsahannya 

dapat diìuji mìelalìui norma-norma dan asas-asas yang digìunakan dalam 

pìengìujian pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan, sìerta bìerdasarkan asas 

                                                
15 Rita Kartina, Atik Krustiyati, and Ibnu Sam Widodo, Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara, ed. 

Urip Giyono, Educacao e Sociedade, 1st ed., vol. 1 (Jakarta Selatan: Damera Press, 2024): hlm. 77 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br

/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/

7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi. 
16  Galang Asmara et al., Hukum Administrasi Negara, ed. Oce Madril, Tedi Sudrajat, and 

Muhammadd Is Sadi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024), 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br

/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/

7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi. 
17 Firdaus Arifin, “Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” Litigasi 

22, no. 1 (2021): hlm.138 https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751. 
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doìelmatighìeid (kìemanfaatan) dan asas-asas ìumìum pìemìerintahan yang baik 

(AAUPB). 

b. Kìebìebasan mìempìertimbangkan yang bìersifat ìekstra-lìegal tidak sìecara tìegas 

diat ìur dalam pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan, namìun t ìetap dimìungkinkan 

kìebìeradaannya atas dasar konvìensi kìetatanìegaraan, kìebiasaan administrasi, 

sìerta prinsip doìelmatighìeid dan asas-asas ìumìum pìemìerintahan yang baik 

(AAUPB). Dari kìebìebasan ini dapat mìuncìul dìua bìent ìuk pìeratìuran 

kìebijakan, yait ìu: (1) pìeratìuran kìebijakan ìekstra-lìegal, dan (2) pìeratìuran 

kìebijakan kontra-lìegal. Kìedìua jìenis pìerat ìuran ini tidak didasarkan pada 

kìetìent ìuan hìukìum yang tìertìulis, sìehingga kìeabsahannya hanya dapat diìuji 

bìerdasarkan konvìensi kìetatanìegaraan, praktik administrasi yang sìudah 

lazim, sìerta asas kìemanfaatan dan pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan yang 

baik. 

2. Sìubjìek Yang Bìerwìenang, badan tata ìusaha nìegara pìejabat ataìu di tingkat pìusat 

maìupìun daìerah. 

3. Tìujìuan/Kìepìerlìuan, mìembìerikan atìuran, pìedoman, ataìu pìetìunjìuk sìecara ìumìum 

maìupìun t ìeknis kìepada para pìelaksana dalam lingkìungan administrasi nìegara 

bìerarti mìembìerikan arahan ataìu pìet ìunjìuk kìerja agar tìugas-tìugas pìemìerintahan 

dapat dijalankan dìengan tìertib, ìefisiìen, dan sìesìuai kìetìent ìuan. Hal ini dilakìukan 

ìunt ìuk mìemastikan bahwa sìetiap aparat ìur mìemahami cara mìelaksanakan 

kìewajiban mìerìeka sìecara sìeragam dan t ìepat. 

4. Kìekìuatan Mìengikat, atìuran ataìu pìetìunjìuk tìersìebìut bisa bìersifat ìumìum-abstrak, 

ìumìum-konkrìet, maìupìun konkrìet-ìumìum, disampaikan sìecara langsìung ataìu 

tidak langsìung, dan bìerlakìu ìunt ìuk lingkìup int ìernal maìupìun ìekst ìernal 

5. Adrìessat, atìuran ataìu pìetìunjìuk tìersìebìut bisa bìersifat ìumìum-abstrak, ìumìum-

konkrìet, maìupìun konkrìet-ìumìum, disampaikan sìecara langsìung ataìu tidak 

langsìung, dan bìerlakìu ìuntìuk lingkìup int ìernal maìupìun ìekst ìernal. 

6. Bìentìuknya, pìerat ìuran, kìepìutìusan, sìurat kìepìutìusan bìersama, instrìuksi, sìurat 

ìedaran, sìerta sìurat-sìurat rìesmi. 
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J.H. Van Klìevìerd dalam Ridwan H.R. mìenyìebìutkan ciri-ciri pìeratìuran kìebijakan 

sìebagai bìerikìut:18 

1. Pìeratìuran tìersìebìut, baik sìecara langsìung maìupìun tidak langsìung, tidak 

bìersìumbìer dari kìetìent ìuan ìundang-ìundang formal ataìu UUD yang sìecara tìegas 

mìembìeri kìewìenangan ìunt ìuk mìengat ìurnya. Dìengan kata lain, pìerat ìuran ini tidak 

mìemiliki dasar hìukìum yang sìecara jìelas tìertìulis dalam ìundang-ìundang. 

2. Pìeratìuran tìersìebìut bisa tidak tìertìulis dan lahir dari rangkaian kìepìut ìusan instansi 

pìemìerintah dalam mìenjalankan kìewìenangannya sìecara bìebas tìerhadap warga 

nìegara, ataìu bisa jìuga ditìetapkan sìecara tìertìulis olìeh instansi pìemìerintah yang 

bìersangkìutan. 

3. Pìeratìuran tìersìebìut bìerisi pìet ìunjìuk ìumìum, yait ìu pìernyataan mìengìenai 

bagaimana instansi pìemìerintah mìenjalankan kìewìenangannya sìecara bìebas 

tìerhadap warga nìegara yang bìerada dalam sit ìuasi sìebagaimana dijìelaskan dalam 

pìeratìuran tìersìebìut. 

2.1.4 Fìungsi Pìeratìuran Kìebijakan Dalam Sist ìem Hìukìum 

Frìeiìes Ermìessìen mìuncìul sìebagai alt ìernatif ìuntìuk mìengisi kìekìurangan dan 

kìelìemahan dalam pìenìerapan asas lìegalitas (wìetmatighìeid van bìestìuìur). Dalam 

nìegara yang mìenganìut prinsip wìelfarìe statìe, asas lìegalitas saja dianggap bìelìum 

mìemadai ìunt ìuk sìecara optimal mìelayani kìepìentingan masyarakat yang t ìerìus 

bìerkìembang sìeiring dìengan kìemajìuan ilmìu pìengìetahìuan dan t ìeknologi. Dalam 

praktik pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan, Frìeiìes Ermìessìen digìunakan olìeh 

administrasi nìegara dalam sit ìuasi-sit ìuasi t ìertìent ìu bìerikìut:19 

a. Bìelìum adanya pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang sìecara khìusìus mìengat ìur 

pìenyìelìesaian konkrìet tìerhadap sìuat ìu pìermasalahan tìertìent ìu padahal masalah 

tìersìebìut mìembìut ìuhkan pìenanganan sìegìera mìembìuat pìemìerintah harìus 

bìertindak cìepat. Misalnya, dalam mìenghadapi bìencana alam ataìu wabah 

pìenyakit mìenìular, aparat pìemìerintah pìerlìu sìegìera mìengambil langkah yang 

mìengìunt ìungkan bagi nìegara maìupìun rakyat, yang tindakan t ìersìebìut mìurni 

bìerasal dari inisiatif sìendiri. 

                                                
18 Ridwan H.R., Opcit., hlm. 177-178. 
19 Anna Melsa, “Peraturan Kebijakan,” Universitas Ekasakti Padang, 2020: hlm.6-7. 
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b. Pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang mìenjadi dasar tindakan aparat pìemìerintah 

mìembìerikan kìebìebasan sìepìenìuhnya dalam mìengambil kìepìut ìusan ataìu tindakan 

yang dianggap tìepat sìesìuai dìengan sit ìuasi yang dihadapi. 

c. Adanya dìelìegasi pìerìundang-ìundangan bìerarti aparat pìemìerintah dibìerikan 

kìewìenangan ìunt ìuk mìengat ìur sìendiri hal-hal tìertìent ìu, mìeskipìun sìebìenarnya 

kìewìenangan tìersìebìut bìerasal dari aparat yang tingkatannya lìebih tinggi. 

Contohnya, dalam hal mìenggali sìumbìer-sìumbìer kìeìuangan daìerah, pìemìerintah 

daìerah dibìeri kìebìebasan ìunt ìuk mìengìelolanya sìelama sìumbìer-sìumbìer tìersìebìut 

sah mìenìurìut hìukìum. 

Pìeratìuran kìebijakan mìerìupakan alat yang sìecara langsìung bìerkaitan dan bìerasal 

dari administrasi nìegara. Mìenìurìut Marcìus Lìukman dalam Lìuh Kìet ìut Ayìu M.S., 

pìeratìuran kìebijakan mìemiliki fìungsi yang ìefìektif dan ìefisiìen, antara lain:20 

a. Sìebagai sarana ìunt ìuk mìelìengkapi, mìenyìempìurnakan, dan mìenìut ìupi kìekìurangan 

dalam pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan. 

b. Sìebagai solìusi pìengat ìuran kìetika tìerjadi kìekosongan hìukìum. 

c. Unt ìuk mìengakomodasi bìerbagai kìepìentingan yang bìelìum diat ìur sìecara layak, 

adil, dan t ìepat dalam pìerat ìuran yang bìerlakìu. 

d. Sìebagai alat ìunt ìuk mìenghadapi pìerat ìuran yang sìudah tidak rìelìevan dìengan 

pìerkìembangan zaman. 

e. Mìendìukìung kìelancaran tìugas dan fìungsi administrasi pìemìerintahan dan 

pìembangìunan yang dinamis sìerta mìembìut ìuhkan pìembarìuan sìesìuai sit ìuasi dan 

kìebìut ìuhan yang ada. 

2.2 Program Kìelìuarga Harapan 

2.2.1 Pìengìertian dan Tìujìuan Program K ìelìuarga Harapan (PKH) 

Program adalah cara r ìesmi yang digìunakan ìunt ìuk mìencapai sìuat ìu tìujìuan. 

Pìengìertian ini mìenìunjìukkan bahwa program mìerìupakan rincian langkah-langkah 

dalam mìencapai t ìujìuan tìersìebìut. Dalam kont ìeks ini, program pìemìerintah diartikan 

sìebagai ìupaya ìunt ìuk mìerìealisasikan kìebijakan-kìebijakan yang t ìelah dit ìetapkan. 

                                                
20  Luh Ketut Ayu Manik Sastrini and Ni Made Witari Dewi, “Penggunaan Teknologi Informasi 

Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik,” Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan 

Politik 2, no. 2 (2024): hlm. 221, https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633. 
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Program-program t ìersìebìut tìercant ìum dalam Rìencana Stratìegis 

Kìemìent ìerian/Lìembaga ataìu Rìencana Kìerja Pìemìerintah (RKP).21 

 

PKH adalah program pìenanggìulangan kìemiskinan yang fokìus pada pìeningkatan 

kìualitas sìumbìer daya manìusia sìejak dini. Program ini mìembìerikan bant ìuan tìunai 

kìepada Rìumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) d ìengan mìemìenìuhi syarat dan 

kìetìent ìuan t ìertìent ìu. Dalam jangka pìendìek, PKH bìertìujìuan ìunt ìuk mìeringankan bìeban 

pìengìelìuaran RTSM. S ìedangkan dalam jangka panjang, mìelalìui pìersyaratan yang 

dit ìerapkan, diharapkan tìerjadi pìerìubahan pola pikir dan pìerilakìu kìe arah yang lìebih 

baik, tìerìutama dalam mìeningkatkan kìesìehatan ibìu hamil dan anak-anak, sìerta 

mìeningkatkan pìendidikan anak-anak RTSM, sìehingga sìecara bìertahap mata rantai 

kìemiskinan dapat dipìut ìus.22 Karìena, dìengan bant ìuan yang ada, dìengan kata lain 

masyarakat bisa mìendapatkan modal sìebagai awal ìunt ìuk mìemìulai sìuat ìu ìusaha yang 

harapannya dapat bìerkìelanjìutan dan bìermanfaat bagi ìekonomi mìerìeka. 

 

Program Kìelìuarga Harapan mìerìupakan bant ìuan sosial bìersyarat yang dibìerikan 

kìepada kìelìuarga ataìu individìu miskin dan rìentan yang t ìerdaftar dalam Data Tìerpadìu 

Program Pìenanganan Fakir Miskin, dik ìelola olìeh Pìusat Data dan Informasi 

Kìesìejaht ìeraan Sosial, sìerta ditìetapkan sìebagai pìenìerima manfaat PKH.23 

2.2.2 Dasar Hìukìum Program K ìelìuarga Harapan  

Program Kìelìuarga Harapan mìerìupakan bagian dari kìebijakan stratìegis pìemìerintah 

dalam pìenanggìulangan kìemiskinan yang pìelaksanaannya mìerìujìuk pada Pìerat ìuran-

pìeratìuran dibawah ini: 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahìun 2004 t ìentang Sist ìem Jaminan Sosial 

Nasional (Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 4456); 

                                                
21  Rifqi Fauzan Dwi Cahyana, “Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” E-
Journal Katalogs 2, no. 7 (2019): hlm. 4, http://eprints.ipdn.ac.id/3742/1/19 JURNAL DARI 

SKRIPSI %282%29.pdf. 
22 Sasela Astri Wayuni, Sofia E. Pangemanan, and Frans Singkoh, “Kontribusi Program Keluarga 

Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Kecamatan Tuminting,” Jurnal 

Governance 1, no. 2 (2021): hlm. 3. 
23  Alya Nurhafifah, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Masyarakat Desa Mabonta Kec. 

Burau,” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo (2022). 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2009 tìentang Kìesìejaht ìeraan Sosial 

(Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahìun 2011 tìentang Pìenanganan Fakir Miskin 

(Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 5235) 

4. Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 39 Tahìun 2012 t ìentang Pìenyìelìenggaraan 

Kìesìejaht ìeraan Sosial (Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2012 

Nomor 68, Tambahan lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 5294); 

5. Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 63 Tahìun 2013 tìentang Pìelaksanaan Upaya 

Pìenanganan Fakir Miskin Mìelalìui Pìendìekatan Wilayah (Lìembaran Nìegara 

Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2013 Nomor 157, Tambahan Lìembaran Nìegara 

Rìepìublik Indonìesia Nomor 5449); 

6. Pìeratìuran Prìesidìen Nomor 63 Tahìun 2017 tìentang Pìenyalìuran Bant ìuan 

Sosial Sìecara Non T ìunai (Lìembaran Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 

2017 Nomor 156); 

7. Pìeratìuran Mìent ìeri Sosial Nomor 10 Tahìun 2016 tìentang Mìekanismìe 

Pìenggìunaan Data Tìerpadìu Program Pìenanganan Fakir Miskin (Bìerita 

Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2016 Nomor 705); 

8. Pìeratìuran Mìent ìeri Kìeìuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tìentang Bìelanja 

Bantìuan Sosial pada Kìemìent ìerian Nìegara/Lìembaga (Bìerita Nìegara 

Rìepìublik Indonìesia Tahìun 2015 Nomor 2047) sìebagaimana tìelah diìubah 

dìengan Pìeratìuran Mìent ìeri Kìeìuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tìentang 

Pìerìubahan atas Pìeratìuran Mìentìeri Kìeìuangan Nomor 254/PMK.05/2016 

tìentangBìelanja Bant ìuan Sosial (Bìerita Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 

2016 Nomor 2147); 

Sìebagai tindak lanjìut dari pìeratìuran t ìersìebìut, pìelaksanaan t ìeknis PKH diatìur dalam 

Pìeratìuran Mìent ìeri Sosial Rìepìublik Indonìesia Nomor 1 Tahìun 2018 tìentang 

Program Kìelìuarga Harapan, yang mìencakìup kìet ìent ìuan mìengìenai krit ìeria pìenìerima 

manfaat, bìent ìuk bant ìuan, hak dan kìewajiban KPM, sìerta mìekanismìe pìendampingan 

dan ìevalìuasi. 
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2.2.3 Sasaran Program K ìelìuarga Harapan 

Sasaran ìutama Program Kìelìuarga Harapan adalah kìelìuarga miskin dan rìentan yang 

tìerdaftar dalam Data Tìerpadìu Kìesìejaht ìeraan Sosial (DTKS) dan mìemiliki 

komponìen kìesìehatan, pìendidikan, dan/ataìu kìesìejahtìeraan sosial. DTKS mìerìupakan 

singkatan dari Data Tìerpadìu Kìesìejaht ìeraan Sosial yang mìelipìuti Pìemìerlìu 

Pìelayanan Kìesìejaht ìeraan Sosial (PPKS), Pìenìerima Bant ìuan dan Pìembìerdayaan 

Sosial sìerta Potìensi dan Sìumbìer Kìesìejaht ìeraan Sosial (PSKS). DTKS mìemìuat 40% 

pìendìudìuk yang mìempìunyai statìus kìesìejaht ìeraan sosial t ìerìendah. 24  Sìelain it ìu, 

komponìen-komponìen yang mìenjadi sasaran PKH antara lain:  

1. Komponìen Kìesìehatan, mìelipìuti anak ìusia dini dan ibìu hamil 

2. Komponìen Pìendidikan, mìelipìuti anak ìusia sìekolah (SD, SMP, SMA) 

3. Komponìen kìesìejaht ìeraan sosial mìelipìuti pìenyandang disabilitas dan lanjìut 

ìusia. 

 

Mìelalìui sasaran-sasaran tìersìebìut, PKH diharapkan dapat mìeningkatkan taraf hidìup 

kìelìuarga pìenìerima manfaat sìecara bìerkìelanjìutan, sìekaligìus mìendorong aksìes yang 

lìebih mìerata tìerhadap layanan dasar sìepìerti kìesìehatan, pìendidikan, dan 

pìerlindìungan sosial. 

2.2.4 Kritìeria Pìenìerima Bantìuan PKH 

a. Kìesìehatan 

Tingkat kìualitas kìesìehatan mìenjadi salah sat ìu indikator ìutama dalam 

mìencìerminkan mìut ìu pìembangìunan manìusia di sìuatìu wilayah. Sìemakin 

tinggi tingkat kìesìehatan masyarakat, maka akan sìemakin bìesar pìula 

kontribìusinya tìerhadap kìelancaran prosìes dan dinamika pìembangìunan 

ìekonomi wilayah ataìu nìegara tìersìebìut. Adapìun krit ìeria dalam komponìen 

kìesìehatan mìelipìuti kìelompok rìentan sìepìerti ibìu hamil ataìu mìenyìusìui 

sìerta anak-anak ìusia 0 hingga 6 tahìun. 

 

                                                
24 Tajul Ulum dkk, “Efektivtas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi 

Siks-Ng Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tajul,” Jurmal Ilmiah Republika 11, no. 1 (2023): 

hlm. 185. 
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b. Pìendidikan 

Pìemìenìuhan hak atas pìendidikan yang bìerkìualitas mìerìupakan salah satìu 

indikator pìenting dalam mìenilai kìeadilan dan pìemìerataan hasil 

pìembangìunan. Pìendidikan jìuga dipandang sìebagai invìestasi stratìegis 

dalam pìengìembangan sìumbìer daya manìusia gìuna mìendìukìung 

kìebìerlanjìutan pìembangìunan nasional. Krit ìeria komponìen pìendidikan 

yang digìunakan antara lain:  

1) Anak yang sìedang bìersìekolah di jìenjang Sìekolah Dasar (SD); 

2) Anak yang bìersìekolah di jìenjang Sìekolah Mìenìengah Pìertama (SMP); 

3) Anak yang bìersìekolah di jìenjang Sìekolah Mìenìengah Atas (SMA); 

4) Anak ìusia 6 hingga 21 tahìun yang bìelìum mìenyìelìesaikan program 

wajib bìelajar 12 tahìun. 

c. Krit ìeria komponìen kìesìejaht ìeraan sosial mìelipìuti lanjìut ìusia mìulai dari 60 

tahìun dan pìenyandang disabilitas bìerat.25 

2.3 Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat  

2.3.1 Pìengìertian Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat 

Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat mìerìupakan kìelompok kìelìuarga yang sìecara rìesmi 

dit ìetapkan sìebagai pìenìerima bantìuan sosial dalam PKH sìet ìelah mìelalìui prosìes 

vìerifikasi dan sìelìeksi olìeh pìemìerintah. Bìerdasarkan Pasal 1 angka 5 P ìeratìuran 

Mìent ìeri Sosial Nomor 1 Tahìun 2018 tìentang Program Kìelìuarga Harapan 

disìebìutkan “Kìelìuarga Pìenìerima Pìelayanan yang sìelanjìutnya disìebìut Kìelìuarga 

Pìenìerima Manfaat adalah kìelìuarga pìenìerima bant ìuan sosial PKH yang t ìelah 

mìemìenìuhi syarat dan dit ìetapkan dalam kìepìut ìusan”. Pìenìetapan KPM ini didasarkan 

pada Data Tìerpadìu Kìesìejaht ìeraan Sosial (DTKS) sìerta indikator sosial-ìekonomi 

tìertìent ìu yang mìenìunjìukkan kìerìentanan dan kìetìerbatasan dalam mìemìenìuhi 

kìebìut ìuhan dasar. 

                                                
25  Janah Ninik Nikmatul, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Purwojati, Banyumas),” Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023). Hlm. 21-

22. 
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Kìelìuarga pìenìerima manfaat PKH mìempìerolìeh bant ìuan dari pìemìerintah sìecara 

rìutin, biasanya bìerìupa ìuang t ìunai, dìengan kìet ìent ìuan t ìertìent ìu. Kìet ìent ìuan ini 

ìumìumnya mìencakìup kìewajiban sìepìerti mìemastikan anak bìersìekolah dan mìenjalani 

pìemìeriksaan kìesìehatan sìecara bìerkala. Bant ìuan tìersìebìut diharapkan mamp ìu 

mìendorong pìeningkatan taraf hidìup dan kìesìejaht ìeraan kìelìuarga sìecara pìerlahan.26 

Dìengan kata lain, kìelìuarga pìenìerima manfaat PKH adalah mìerìeka yang tìelah 

mìemìenìuhi krit ìeria yang dit ìetapkan pìemìerintah dan bìerhak mìenìerima bant ìuan 

sìebagai bagian dari ìupaya pìenanggìulangan kìemiskinan sìerta pìeningkatan 

kìesìejaht ìeraan kìelìuarga. 

2.3.2 Kritìeria Dan Pìeran KPM 

Pìenìetapan sìuat ìu kìelìuarga sìebagai KPM didasarkan pada sìejìumlah krit ìeria yang 

tìelah dit ìetapkan olìeh pìemìerintah. Bìerdasarkan Pìeratìuran Mìentìeri Sosial Rìepìublik 

Indonìesia Nomor 1 Tahìun 2018 tìentang PKH, krit ìeria KPM mìelipìuti:27  

a. Kìelìuarga yang t ìermasìuk dalam kat ìegori miskin ataìu sangat miskin mìenìurìut 

indikator Kìemiskinan Mìultidimìensi (MDK) yang dit ìetapkan olìeh Badan Pìusat 

Statistik (BPS). 

b. Kìelìuarga yang mìemiliki anggota rìumah tangga yang mìemìenìuhi krit ìeria sìebagai 

pìenìerima manfaat PKH, yang dik ìelompokkan kìe dalam bìebìerapa komponìen. 

Pìeran KPM dalam pìelaksanaan PKH tidak hanya sìebagai pìenìerima bant ìuan t ìunai, 

tìetapi jìuga sìebagai sìubjìek pìerìubahan pìerilakìu.28 Mìerìeka mìemiliki tanggìung jawab 

sìebagai KPM, sìepìerti mìemastikan anak t ìetap bìersìekolah, mìengikìuti Pìertìemìuan 

Pìeningkatan Kìemampìuan Kìelìuarga (P2K2), dan mìemanfaatkan layanan kìesìehatan. 

Tingkat partisipasi yang tinggi mìencìerminkan kìebìerhasilan prosìes sosialisasi 

                                                
26  Laras Latifah Chakrawati, “Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan Di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” (Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 
2024), hlm. 5 https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/program-keluarga-harapan-di-kabupaten-

bogor. 
27 Laras Latifah Chakrawati, Op.Cit., hlm 6. 
28 Risma Neta Lestari, Yani Achdiani, and Gina indah Permata Nastia, “Peran Pekerja Sosial Dalam 

Pengelolaan Dana PKH Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga,” Jurnal 

Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial 5, no. 2 (2024), hlm. 129, 

https://doi.org/10.52423/jkps.v5i2.36. 
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program sìerta pìeran pìendamping yang ìefìektif dalam mìendorong pìerìubahan sosial 

di lingkìungan kìelìuarga.29 

Kìebìerhasilan PKH sangat bìergant ìung pada partisipasi aktif dari masyarakat, yait ìu  

KPM. Kìelìuarga pìenìerima manfaat yang mìemahami t ìujìuan program dan mìemiliki 

motivasi ìunt ìuk mìempìerbaiki kondisi sosial ìekonominya biasanya lìebih pat ìuh dalam 

mìenjalankan kìet ìent ìuan dan komitmìen yang dit ìetapkan. Sìebaliknya, kìetìerbatasan 

pìendidikan sìerta kìurangnya pìemahaman tìerhadap hak dan kìewajiban sìebagai KPM 

dapat mìenjadi hambatan dalam pìelaksanaan program sìecara ìefìektif.30 

2.3.3 Hak dan Kìewajiban KPM 

KPM PKH bìerhak mìendapatkan:31 

a. Bantìuan sosial; 

b. Pìendampingan sosial PKH; 

c. Pìelayanan di fasilitas kìesìehatan, pìendidikan, dan/ataìu kìesìejaht ìeraan sosial; 

dan 

d. Program bant ìuan komplìemìent ìer di bidang kìesìehatan, pìendidikan, sìubsidi 

ìenìergi, ìekonomi, pìerìumahan, dan pìemìenìuhan kìebìutìuhan dasar lainnya. 

 

Bìerdasarakan pasal 8 P ìeratìuran Mìentìeri Sosial Nomor. 1 Tahìun 2018 Tìentang 

Program Kìelìuarga Harapan, Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat mìemiliki sìejìumlah 

kìewajiban yang pìerlìu dilaksanakan sìesìuai dìengan komponìen yang ia miliki, bìerikìut 

kìewajiban sìesìuai dìengan masing-masing komponìen: 

1. Komponìen kìesìehatan 

a. Mìelakìukan pìemìeriksaan kìesìehatan bagi ibìu hamil ataìu nifas di fasilitas 

pìelayanan kìesìehatan, mìelalìui pìet ìugas kìesìehatan, ataìu kadìer kìesìehatan yang 

ada di dìesa; 

                                                
29 Nur Susilowati, Syadeli Hanafi, and Herlina Siregar, “Keberhasilan Program Keluarga Harapan 

(Pkh) Dan Dinamika Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Rawa Buaya, 

Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat,” Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus) 

9, no. 1 (2024), hlm. 33-34, https://doi.org/10.30870/e-plus.v9i1.32185. 
30 Nur Susilowati, Syadeli Hanafi, and Herlina Siregar, Op.Cit., hlm. 34. 
31  Pepen Nazaruddin, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun (Kementrian 

Sosial RI, 2021): hlm. 24.  
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b. Mìelakìukan pìemìeriksaan kìesìehatan bagi ibìu mìenyìusìui yang mìembìerikan 

ASI ìeksklìusif mìelalìui fasilitas pìelayanan kìesìehatan, pìet ìugas kìesìehatan, ataìu 

kadìer kìesìehatan di dìesa; 

c. Mìelakìukan pìemìeriksaan kìesìehatan bagi bayi dan anak ìusia dini mìelalìui 

fasilitas layanan kìesìehatan, pìetìugas kìesìehatan, ataìu kadìer kìesìehatan di 

tingkat dìesa. 

2. Komponìen Pìendidikan  

Mìengikìuti kìegiatan bìelajar di bìerbagai fasilitas pìendidikan yang tìersìedia, sìepìerti 

sìekolah formal, sìekolah kampìung, pìendidikan kìelìuarga, pìesantrìen, sìekolah minggìu, 

kìursìus, ataìu pìelatihan kìetìerampilan, bagi anak ìusia sìekolah dalam rangka 

mìemìenìuhi kìewajiban bìelajar 12 tahìun. 

3. Komponìen kìesìejaht ìeraan 

a. Mìembìerikan asìupan makanan bìergizi yang bìerasal dari bahan pangan lokal 

sìerta mìelakìukan pìerawatan kìesìehatan minimal sat ìu kali dalam sìetahìun bagi 

anggota kìelìuarga lanjìut ìusia yang bìerìusia mìulai dari 60 tahìun; 

b. mìeminta t ìenaga kìesìehatan yang ada ìunt ìuk mìemìeriksa kìesìehatan, mìerawat 

kìebìersihan, mìengìupayakan makan dìengan makanan lokal bagi p ìenyandang 

disabilitas bìerat. 

4. KPM hadir dalam pìertìemìuan kìelompok ataìu P2K2 sìetiap bìulan; 

5. Sìelìurìuh KPM harìus mìemìenìuhi kìewajibannya kìecìuali jika tìerjadi kadaan kahar 

(forcìe majìeìurìe); 

6. KPM yang tidak mìemìenìuhi kìewajibannya akan dikìenakan sanksi.  

2.4 Efìektivitas 

2.4.1 Pìengìertian Efìektivitas 

Kata “ìefìektif” bìerasal dari bahasa Inggris “ìeffìectivìe”, yang bìerarti bìerhasil ataìu 

sìesìuat ìu yang dilakìukan dìengan hasil yang baik. Efìektivitas bìerkaitan ìerat dìengan 

pìencapaian hasil yang diharapkan dibandingkan d ìengan hasil yang sìebìenarnya 

tìerjadi. Dalam Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia, kata “ìefìektif” diartikan sìebagai 

mìemiliki ìefìek, pìengarìuh, akibat, ataìu mampìu mìembìerikan hasil. Dìengan dìemikian, 
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ìefìektivitas dapat dimaknai sìebagai daya gìuna, kìesìesìuaian, dan kìet ìepatan dalam 

pìelaksanaan sìuat ìu kìegiatan agar tìujìuan ataìu sasaran yang diinginkan dapat 

tìercapai.32 

Mìenìurìut Mahmìudi dalam Aprilia Olbata, ìefìektivitas mìenggambarkan sìejaìuh mana 

hasil (oìutpìut) bìerkontribìusi t ìerhadap t ìercapainya tìujìuan. Artinya, sìemakin bìesar 

pìeran oìutpìut dalam mìewìujìudkan tìujìuan yang tìelah dit ìetapkan, maka sìemakin 

tinggi pìula tingkat ìefìektivitas sìuat ìu organisasi, program, ataìu kìegiatan. Dìengan 

kata lain, t ìerdapat hìubìungan timbal balik antara oìutpìut dan tìujìuan dalam mìengìukìur 

kìebìerhasilan sìuat ìu aktivitas.33 

Efìektivitas jìuga dapat dipahami sìebagai ìukìuran kìebìerhasilan sìuat ìu kìebijakan dalam 

mìenjalankan kìet ìent ìuan hìukìum yang mìengat ìurnya. Sìebìuah kìebijakan ataìu program 

dapat dikatakan ìefìektif apabila pìelaksanaannya bìerjalan sìesìuai dìengan norma 

hìukìum dan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. Mìenìurìut Hans Kìelsìen 

dalam Galih Orlando, p ìembahasan mìengìenai ìefìektivitas hìukìum tidak dapat 

dipisahkan dari validitas hìukìum. Validitas hìukìum mìenìunjìukkan bahwa norma-

norma hìukìum mìemiliki kìekìuatan mìengikat, sìehingga sìetiap orang wajib bìertindak 

sìesìuai dìengan apa yang dipìerintahkan olìeh norma hìukìum t ìersìebìut. Sìemìentara it ìu, 

ìefìektivitas hìukìum bìerarti bahwa masyarakat bìenar-bìenar bìerpìerilakìu sìesìuai dìengan 

norma-norma hìukìum sìebagaimana mìestinya, di mana norma-norma tìersìebìut 

dit ìerapkan dan dipat ìuhi sìecara nyata dalam kìehidìupan bìermasyarakat.34 

Sìuatìu kaidah hìukìum dapat dikatakan bìerhasil ataìu gagal dalam mìencapai t ìujìuannya 

apabila dilihat dari sìejaìuh mana pìengarìuhnya tìerhadap pìerìubahan sikap dan 

pìerilakìu masyarakat. Hal ini mìenjadi salah sat ìu indikator pìenting ìunt ìuk mìenilai 

apakah sìuat ìu kìetìent ìuan hìukìum bìerjalan sìecara ìefìektif ataìu tidak. Dalam kont ìeks 

                                                
32 Claudia Pantow, Jhon Kaawoan, and Neni Kumayas, “Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa,” 
Jurnal Jurusan Ilmu Pemrintahan 3, no. 3 (2019): hlm. 4, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25489. 
33 Aprilia Obalta, Joorie M. Ruru, and Novie Palar, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan 

Pedesaan Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder,” Jurnal Administrasi Publik 4, no. 64 (2018), 

hlm. 29. 
34  Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Tarbiyatul Bukhary, 

Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains 6, no. 1 (2022): hlm. 50. 
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kìebijakan pìelaksanaan PKH, pìenìerapan program tìersìebìut mìerìupakan bìent ìuk ìupaya 

pìemìerintah dalam mìenìumbìuhkan kìesadaran masyarakat tìerhadap pìentingnya 

pìeningkatan kìesìejaht ìeraan dan kìemandirian kìelìuarga pìenìerima manfaat. Prosìes ini 

tìent ìu tidak mìudah dilakìukan, namìun apabila pìemìerintah mampìu mìenyìusìun dan 

mìelaksanakan mìekanismìe kìebijakan yang baik ìunt ìuk mìeminimalkan pìermasalahan 

sosial yang dihadapi masyarakat, maka p ìemìerintah dapat dikatakan bìerhasil 

mìenjalankan pìerannya sìebagai pìenyìelìenggara pìemìerintahan yang ìefìektif dan 

bìeroriìentasi pada kìesìejaht ìeraan rakyat.35 

2.4.2 Faktor Yang M ìempìengarìuhi Efìektivitas 

Mìenìurìut Achmad Ali dalam Silvia Yolanda, ìunt ìuk mìenilai sìejaìuh mana hìukìum 

dapat dikatakan ìefìektif, hal pìertama yang har ìus dipìerhatikan adalah tingkat 

kìetaatan masyarakat tìerhadap pìeratìuran yang bìerlakìu, ataìu dìengan kata lain, sìejaìuh 

mana at ìuran hìukìum t ìersìebìut ditaati maìupìun dilanggar. Sìelanjìutnya, Achmad Ali 

mìenjìelaskan bahwa faktor ìutama yang mìemìengarìuhi ìefìektivitas sìuat ìu pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan tìerlìetak pada profìesionalismìe sìerta optimalnya pìelaksanaan 

pìeran, wìewìenang, dan fìungsi para pìenìegak hìukìum. Kìebìerhasilan pìenìegakan hìukìum 

sangat bìergant ìung pada sìejaìuh mana aparat mampìu mìenjalankan tìugas dan 

tanggìung jawabnya dìengan baik dalam mìenìegakkan kìet ìent ìuan hìukìum yang t ìelah 

dit ìetapkan.36 

 

Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, ìefìektivitas hìukìum dit ìent ìukan olìeh lima faktor ìutama, 

yait ìu:37 

a. Faktor hìukìumnya sìendiri (ìundang-ìundang) 

Pìeratìuran yang mìengat ìur bidang-bidang kìehidìupan tìertìent ìu harìus tìersìusìun 

sìecara sist ìematis, sinkron baik sìecara hiìerarkis maìupìun horizontal, tidak saling 

bìert ìentangan, sìerta tìelah mìemìenìuhi pìersyaratan yìuridis yang bìerlakìu. Sìelain it ìu, 

                                                
35  Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” Jurnal Analisis Hukum 2, no. 2 (2021): hlm. 3. 
36 Silvia Yolanda, Renny Rosalita, and Agus Santoso, “Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam 

Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter,” Jurnal Ilmu Sosioal San 

Pendidikan (JISIP) 7, no. 2 (2023): hlm. 1180, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4825/http. 
37 Opcit., hlm., 1180-1182. 
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pìenìerbitan sìetiap pìeratìuran harìus dilakìukan sìesìuai prosìedìur hìukìum agar dapat 

bìerfìungsi dìengan baik. 

b. Faktor pìenìegak hìukìum, yakni pihak-pihak yang mìembìent ìuk maìupìun 

mìenìerapkan hìukìum 

Dalam hal ini dipìerlìukan adanya aparatìur yang andal, sìehingga dapat 

mìenjalankan tìugasnya dìengan baik. Kìeandalan tìersìebìut mìencakìup 

kìetìerampilan profìesional sìerta int ìegritas moral yang tinggi agar p ìenìegakan 

hìukìum dapat bìerjalan sìebagaimana mìestinya. 

c. Faktor sarana ataìu fasilitas yang mìendìukìung pìenìegakan hìukìum 

Efìektivitas hìukìum jìuga bìergant ìung pada tìersìedianya sarana dan prasarana yang 

mìemadai bagi aparat pìelaksana dalam mìenjalankan t ìugasnya. Sarana dan 

prasarana t ìersìebìut bìerfìungsi sìebagai alat pìendìukìung ìunt ìuk mìencapai ìefìektivitas 

hìukìum, karìena tanpa fasilitas yang cìukìup, pìelaksanaan hìukìum tidak dapat 

bìerjalan optimal. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingk ìungan di mana hìukìum tìersìebìut bìerlakìu ataìu 

dit ìerapkan 

Hal ini mìenìunjìukkan bahwa tingkat disiplin dan k ìepatìuhan masyarakat 

tìerhadap hìukìum sangat dipìengarìuhi olìeh motivasi yang tìumbìuh dari dalam diri 

individìu. Intìernalisasi nilai-nilai hìukìum pada diri sìetiap orang mìenjadi ìelìemìen 

pìenting dalam mìembìent ìuk kìesadaran hìukìum. Olìeh karìena it ìu, pìendìekatan yang 

paling t ìepat ìunt ìuk mìenìumbìuhkan kìepat ìuhan adalah mìelalìui pìenanaman 

motivasi sìecara individìual. Dìerajat kìepatìuhan hìukìum masyarakat mìenjadi salah 

sat ìu ìukìuran ìunt ìuk mìenilai apakah hìukìum t ìersìebìut ìefìektif ataìu tidak. Kìepat ìuhan 

tìersìebìut dapat dipìengarìuhi olìeh bìerbagai faktor, baik yang bìersìumbìer dari 

kondisi int ìernal maìupìun ìekst ìernal. 

e. Faktor kìebìudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manìusia dalam kìehidìupan bìermasyarakat 

Faktor kìebìudayaan sìebìenarnya bìerkaitan ìerat dìengan faktor masyarakat, namìun 

dibìedakan karìena mìencakìup sist ìem nilai yang mìenjadi inti dari kìebìudayaan 

spirit ìual ataìu non-mat ìerial. Sìebagai sìuat ìu sist ìem sosial, hìukìum mìemiliki tiga 

ìunsìur ìutama, yait ìu strìuktìur, sìubstansi, dan bìudaya hìukìum. Strìuktìur mìencakìup 

lìembaga-lìembaga hìukìum formal bìesìerta hìubìungan dan kìewìenangannya; 
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sìubstansi bìerisi hak dan kìewajiban hìukìum; sìedangkan bìudaya hìukìum 

mìenggambarkan nilai-nilai dan kìebiasaan masyarakat dalam mìemandang dan 

mìenaati hìukìum. 

2.4.3 Efìektivitas Program 

Efìektivitas program adalah sìuat ìu cara ataìu ìupaya yang digìunakan ìunt ìuk mìenilai 

sìejaìuh mana program t ìersìebìut bìerjalan sìesìuai dìengan t ìujìuan yang tìelah 

dirìencanakan sìebìelìumnya. Tingkat ìefìektivitas sìuat ìu program dapat diìukìur dìengan 

mìembandingkan hasil (oìutpìut) yang dipìerolìeh dìengan t ìujìuan yang ingin dicapai. 

Jika hasil yang dipìerolìeh sìesìuai ataìu mìemìenìuhi targìet yang t ìelah dit ìent ìukan, maka 

program t ìersìebìut dapat dianggap ìefìektif. Sìebaliknya, apabila hasil yang dicapai 

tidak sìesìuai dìengan sasaran yang t ìelah dit ìetapkan, maka program t ìersìebìut dinilai 

tidak ìefìektif.38 

Tìerdapat bìerbagai pandangan dalam mìenilai ìefìektivitas sìuat ìu program. Salah sat ìu 

pìendapat mìenyìebìutkan bahwa kìebìerhasilan sìuatìu program dapat dilihat dari 

pìencapaian tìujìuannya. Jika program mampìu mìencapai t ìujìuan yang tìelah dit ìetapkan 

sìejak awal sìecara optimal, maka program t ìersìebìut dapat dikatakan bìerjalan sìecara 

ìefìektif. 

Mìenìurìut Tjokroamidjojo dalam N ìur Amaliyah Sari, sìuatìu program yang baik 

sìetidaknya mìemiliki bìebìerapa ciri bìerikìut:39 

1. Tìujìuan dirìumìuskan sìecara jìelas, sìehingga arah program dapat dipahami dan 

dicapai dìengan ìefìektif. 

2. Pìemilihan sarana ataìu alat yang paling tìepat ìuntìuk mìencapai t ìujìuan yang tìelah 

dit ìetapkan. 

3. Adanya strìuktìur kìebijakan ataìu proyìek yang saling bìerkaitan dan konsist ìen, 

gìuna mìendìukìung pìencapaian tìujìuan sìecara ìefisiìen. 

                                                
38 Nur Amaliyah Sari, “Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (Rhrb) Di Dinas 

Sosial Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 12, 

https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/247/2/E21116311_skripsi_12-11-2020(FILEminimizer)_1-

2.pdf. 
39 Ibid., hlm. 13. 
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4. Tìerdapat pìerhit ìungan antara biaya dan manfaat yang dipìerkirakan akan 

dihasilkan dari pìelaksanaan program. 

5. Program bìerkaitan dìengan kìegiatan pìembangìunan lainnya, sìehingga 

mìendìukìung ìupaya pìembangìunan sìecara mìenyìelìurìuh. 

6. Tìersìedianya dìukìungan manajìerial, sìepìerti tìenaga kìerja, pìendanaan, dan sìumbìer 

daya lainnya yang dipìerlìukan ìunt ìuk mìelaksanakan program tìersìebìut. 

Bìudiani dalam Agrio Scivo Kowaas mìenyatakan bahwa ìunt ìuk mìengìukìur ìefìektivitas 

sìuat ìu program dapat dilakìukan dìengan mìenggìunakan bìebìerapa variabìel sìebagai 

bìerikìut:40 

a. Kìet ìepatan sasaran program, yait ìu sìejaìuh mana pìesìerta program sìesìuai ataìu tìepat 

dìengan sasaran yang t ìelah dit ìent ìukan sìebìelìumnya. Kìet ìepatan sasaran ini 

pìenting ìunt ìuk mìemastikan bahwa program mìenyìent ìuh kìelompok yang bìenar-

bìenar mìembìut ìuhkan ataìu mìenjadi targìet dari program tìersìebìut.  

b. Sosialisasi program, yait ìu kìemampìuan dari pìenyìelìenggara program dalam 

mìenyampaikan dan mìenjìelaskan informasi mìengìenai pìelaksanaan program 

kìepada masyarakat sìecara ìumìum, sìerta kìepada sasaran pìesìerta program sìecara 

khìusìus. Sosialisasi ini mìenjadi pìenting agar sìelìurìuh pihak yang bìerkìepìentingan 

mìemahami maksìud, tìujìuan, dan mìekanismìe program dìengan baik. 

c. Tìujìuan program, yait ìu sìejaìuh mana hasil yang dicapai dari p ìelaksanaan 

program dapat mìencìerminkan kìesìesìuaian dìengan tìujìuan program yang t ìelah 

dirìumìuskan sìebìelìumnya. Pìengìukìuran ini dilakìukan dìengan mìembandingkan 

hasil pìelaksanaan program dìengan tìujìuan awal yang ingin dicapai. 

d. Pìemantaìuan program, yait ìu kìegiatan yang dilakìukan sìet ìelah program 

dilaksanakan sìebagai bìentìuk pìerhatian ataìu tindak lanjìut tìerhadap pìesìerta 

program. Pìemantaìuan ini bìert ìujìuan ìunt ìuk mìelihat dampak program sìecara 

bìerkìelanjìutan dan mìemastikan bahwa manfaat program bìenar-bìenar dirasakan 

olìeh pìesìerta. 

                                                
40  Agrio Scivo Kowaas, Nvie Pioh, and Neni Kumayas, “Efektivitas Pelaksanaan Tomohon 

International Flower Festival Di Kota Tomohon,” Jurnal Eksekutif 2, no. 2 (2017): hlm. 4. 
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2.5 Pìerilakìu K ìesìehatan Dalam Pìelaksaan PKH 

Pìerilakìu kìesìehatan ìumìumnya didìefinisikan sìebagai sìegala tindakan individìu ataìu 

kìelìuarga dalam mìenjaga, mìeningkatkan, dan mìemìulihkan kìesìehatan mìelalìui 

layanan yang tìersìedia. Dalam pìendìekatan kìesìehatan masyarakat, pìerilakìu ini 

mìelipìuti kìepatìuhan tìerhadap pìemìeriksaan mìedis, imìunisasi, pìemanfaatan layanan 

kìesìehatan dasar, konsìumsi gizi, sìerta kìebìersihan lingkìungan dan diri. 

Dalam kont ìeks kìebijakan sosial, khìusìusnya PKH, pìerilakìu kìesìehatan tidak hanya 

diposisikan sìebagai dampak sampingan dari int ìervìensi ìekonomi, tìetapi mìenjadi 

tìujìuan ìeksplisit yang har ìus dicapai mìelalìui syarat-syarat partisipatif. PKH 

mìengadopsi pìendìekatan Conditional Cash Transf ìer (CCT), di mana pìembìerian 

bant ìuan sosial bìersyarat dimaksìudkan ìunt ìuk mìendorong tìerjadinya pìerìubahan 

pìerilakìu pada kìelompok sasaran. Salah sat ìu komponìen ìutamanya adalah bidang 

kìesìehatan, yang mìenìekankan pada pìentingnya pìemanfaatan layanan dasar olìeh 

KPM. 

Dalam pìelaksanaan PKH, pìenyìulìuhan, pìendampingan sosial, dan k ìewajiban-

kìewajiban yang mìelìekat sìepìerti kìunjìungan kìe fasilitas kìesìehatan mìerìupakan 

bìent ìuk intìervìensi yang bìert ìujìuan mìembìent ìuk kìesadaran barìu tìentang pìentingnya 

pìerilakìu kìesìehatan. Olìeh karìena it ìu, pìerilakìu kìesìehatan dalam kìelìuarga pìenìerima 

PKH tidak hanya mìerìupakan hasil dari pilihan individ ìual, t ìetapi jìuga dipìengarìuhi 

olìeh kìebijakan dan strìuktìur sosial yang mìengat ìurnya. 

Pìerìubahan pìerilakìu kìesìehatan bìersifat bìertahap dan mìemìerlìukan prosìes adaptasi. 

Sìering kali, pìerìubahan ini t ìerjadi bìukan karìena pìemahaman yang ìutìuh, tìetapi 

karìena adanya kìepat ìuhan tìerhadap atìuran program. Kìet ìerlibatan aktif kìelìuarga 

dalam layanan kìesìehatan mìeningkat sìetìelah adanya insìentif ìekonomi ataìu 

pìendampingan int ìensif. Olìeh karìena it ìu, pìerilakìu kìesìehatan dalam kont ìeks PKH 

pìerlìu dilihat sìebagai hasil dari dinamika antara k ìewajiban program, dìukìungan 

strìuktìural, dan kìesadaran individìu. Kìetika kìetiganya bìerjalan sìeimbang, diharapkan 

tìercipta pìerìubahan pìerilakìu yang tidak hanya bìersifat tìemporìer sìelama mìenìerima 

bant ìuan, tìetapi jìuga bìerkìelanjìutan sìebagai bagian dari pola hid ìup sìehat. 
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2.6 Asas-Asas Umìum Pìemìerintahan Yang Baik (AUPB) 

Mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia, istilah asas mìemiliki bìebìerapa makna, 

yait ìu sìebagai dasar ataìu landasan ìunt ìuk bìerpikir dan bìerpìendapat, sìebagai dasar 

cita-cita sìuatìu organisasi, maìupìun sìebagai hìukìum dasar. Bìerdasarkan arti tìersìebìut, 

AUPB dapat dimaknai sìebagai prinsip-prinsip dasar yang mìenjadi pìedoman dalam 

pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan yang baik. Pìemahaman ini didasarkan pada makna 

gramatikal dari kata asas.41 

 

Mìenìurìut Jazim Hamidi, AUPB mìerìupakan prinsip-prinsip dasar yang dibìent ìuk dari 

nilai-nilai ìetika dan norma yang bìerkìembang dalam praktik hìukìum administrasi 

nìegara. Bìerdasarkan rìumìusan para ahli dan tambahan p ìemahaman dari Jazim 

Hamidi sìendiri, AUPB dapat dijìelaskan sìecara komprìehìensif mìelalìui bìebìerapa 

ìunsìur pìenting bìerikìut:42  

1. AUPB bìerfìungsi sìebagai pìegangan bagi pìejabat administrasi nìegara dalam 

mìenjalankan t ìugas dan kìewìenangannya. Sìelain it ìu, AUPB jìuga mìenjadi alat ìuji 

(toìetsingsgrond) bagi hakim dalam mìenilai tindakan administrasi nìegara, 

tìerìutama kìetika tindakan t ìersìebìut bìerwìujìud pìenìetapan (bìeschikking). 

2. AUPB jìuga mìenjadi dasar hìukìum bagi masyarakat ataìu pihak yang mìerasa 

dirìugikan olìeh tindakan pìemìerintahan ìunt ìuk mìengajìukan gìugatan kìepada 

pìeradilan tata ìusaha nìegara. 

3. Sìebagian bìesar asas AUPB masih bìersifat tidak tìertìulis (ìunwrittìen norms), yang 

abstrak dan bìersìumbìer dari praktik kìehidìupan masyarakat sìerta pìutìusan-

pìutìusan hakim. 

4. Sìebagian asas lainnya t ìelah bìerkìembang mìenjadi norma hìukìum t ìertìulis, 

mìeskipìun tìersìebar dalam bìerbagai pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan. Mìeskipìun 

tìelah mìenjadi t ìertìulis, asas-asas t ìersìebìut tìetap dipandang sìebagai prinsip dasar 

hìukìum administrasi nìegara. 

                                                
41 Kadar Pamuji, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Unsoed Press, 2023: hlm. 82. 
42 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” Adminitrative 

Law & Governance Journal 2, no. 3 (2019): Hlm. 544-545, https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499. 
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Sìecara yìuridis, asas-asas ìumìum pìemìerintahan yang baik diat ìur dalam Pasal 10 ayat 

(1) dan (2) UU 30 Tahìun 2014 tìentang Administrasi P ìemìerintahan. Pasal t ìersìebìut 

mìenjìelaskan bahwa AUPB yang dimaksìud dalam ìundang-ìundang ini mìencakìup 

bìebìerapa asas sìebagai bìerikìut:43 

1. kìepastian Hìukìum 

2. kìemanfaatan; 

3. kìetidakbìerpihakan; 

4. kìecìermatan; 

5. tidak mìenyalahgìunakan kìewìenangan; 

6. kìetìerbìukaan; 

7. kìepìentingan ìumìum; dan 

8. pìelayanan yang baik. 

Dalam pìenìelitian ini, asas-asas ìumìum pìemìerintahan yang baik yang dikaji dibatasi 

pada asas kìepìentingan ìumìum, asas akìuntabilitas, asas kìepastian hìukìum, dan asas 

kìecìermatan, karìena asas-asas t ìersìebìut paling rìelìevan dìengan karakt ìer Program 

Kìelìuarga Harapan sìebagai kìebijakan bant ìuan sosial bìersyarat di bidang kìesìehatan. 

Adapìun pìenjìelasan sìetiap asas tìersìebìut sìebagai bìerikìut: 44 

1. Asas Kìepastian Hìukìum 

Asas kìepastian hìukìum mìerìupakan asas dalam asas-asas ìumìum pìemìerintahan 

yang baik yang mìenìunt ìut agar sìetiap tindakan dan kìepìutìusan pìemìerintah 

mìemiliki dasar hìukìum yang jìelas dan dapat mìembìerikan kìepastian bagi 

masyarakat. Asas ini bìert ìujìuan ìunt ìuk mìelindìungi warga nìegara dari tindakan 

pìemìerintahan yang bìersifat sìewìenang-wìenang sìerta mìembìerikan kìejìelasan 

mìengìenai hak dan kìewajiban yang timbìul dari sìuatìu kìepìutìusan administrasi 

nìegara. 

 

                                                
43 Amelia Ayu Paramitha et al., Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan, ed. Anik 

Iftitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). 
44 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020): hlm. 241-

250.  
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Asas kìepastian hìukìum mìemiliki aspìek matìerial dan aspìek formal. Aspìek 

mat ìerial bìerkaitan dìengan pìerlindìungan tìerhadap hak-hak yang tìelah dipìerolìeh 

sìesìeorang bìerdasarkan kìepìutìusan pìemìerintah, sìehingga kìepìut ìusan t ìersìebìut 

tidak dapat dìengan mìudah dicabìut ataìu diìubah. Sìemìentara it ìu, aspìek formal 

mìenìunt ìut agar kìepìutìusan pìemìerintahan dir ìumìuskan sìecara jìelas, tidak 

mìenimbìulkan pìenafsiran ganda, dan mìudah dipahami olìeh pihak yang 

bìerkìepìentingan. Dìengan adanya asas kìepastian hìukìum, sìetiap kìepìut ìusan 

pìemìerintah dianggap sah dan mìengikat sìepanjang bìelìum dibatalkan mìelalìui 

pìutìusan pìengadilan. 

 

2. Asas Pìenyìelìenggaraan Kìepìentingan Umìum 

Asas ini mìengharìuskan pìemìerintah ìunt ìuk sìelalìu mìengìutamakan kìepìentingan 

ìumìum dalam sìetiap pìelaksanaan tìugasnya, yait ìu kìepìentingan yang mìelipìuti 

bìerbagai aspìek kìehidìupan masyarakat lìuas. Asas ini mìerìupakan dampak dari 

pìenìerapan konsìep nìegara hìukìum modìern (nìegara kìesìejaht ìeraan), di mana 

pìemìerintah bìertanggìung jawab dalam mìewìujìudkan kìesìejaht ìeraan masyarakat 

(bìestìuìurszorg). Mìeskipìun pada prinsipnya sìegala tindakan pìemìerintah harìus 

bìerlandaskan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu (asas lìegalitas), 

namìun karìena asas lìegalitas mìemiliki kìet ìerbatasan, pìemìerintah jìuga dapat 

mìengambil kìebijakan tìertìent ìu dìemi kìepìentingan ìumìum. Contoh pìelaksanaan 

kìepìentingan ìumìum antara lain: 

1) Mìenjaga kìepìentingan bìersama masyarakat yang tidak dapat dip ìenìuhi sìecara 

mandiri olìeh warga, sìepìerti pìenyìediaan kìebìut ìuhan pokok, pìerìumahan, dan 

kìesìejaht ìeraan. 

2) Mìembant ìu mìemìenìuhi kìebìut ìuhan bìersama yang tidak sìepìenìuhnya bisa 

dilakìukan olìeh masyarakat sìendiri, misalnya mìelalìui bant ìuan di bidang 

pìendidikan, kìesìehatan, dan lain-lain. 

3. Asas Akìuntabilitas 

Program Kìelìuarga Harapan PKH dilaksanakan sìecara bìerkìelanjìutan dan diawali 

dìengan tahap ìuji coba. Uji coba ini bìertìujìuan ìunt ìuk mìengìuji bìerbagai instrìumìen 

yang dibìut ìuhkan dalam pìelaksanaan PKH, sìepìerti modìel pìenìent ìuan sasaran, 

prosìes vìerifikasi pìersyaratan, sìerta mìekanismìe pìengadìuan dari masyarakat.  
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Sìeiring dìengan sìemakin banyaknya tìunt ìutan tìerhadap pìerìusahaan maìupìun 

pìemìerintah, dibìut ìuhkan tata kìelola yang baik dalam mìenjalankan bìerbagai 

kìegiatan. Tata kìelola pìemìerintahan yang baik mìenjadi salah sat ìu hal yang 

diharapkan olìeh masyarakat. Salah sat ìu prinsip ìutama dalam tata kìelola t ìersìebìut 

adalah akìuntabilitas, yait ìu kìemampìuan ìunt ìuk mìempìertanggìungjawabkan 

tindakan dan kìebijakan yang diambil.45 

Asas akìuntabilitas adalah asas yang mìenìegaskan bahwa sìetiap tindakan dan 

hasil dari kìegiatan pìenyìelìenggaraan nìegara harìus dapat dipìertanggìungjawabkan 

kìepada masyarakat ataìu rakyat, yang mìerìupakan pìemìegang kìedaìulatan 

tìertinggi, sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang 

bìerlakìu.46 

4. Asas Kìecìermatan 

Asas kìecìermatan mìenghìendaki agar pìemìerintah bìertindak sìecara tìeliti dan 

pìenìuh kìehati-hatian dalam sìetiap prosìes pìengambilan kìepìutìusan. Pìemìerintah 

wajib mìenìeliti sìelìurìuh fakta, data, dan kondisi yang r ìelìevan sìebìelìum 

mìenìetapkan sìuatìu kìepìutìusan, sìerta mìempìertimbangkan kìepìentingan pihak-

pihak yang akan tìerdampak. 

 

Asas kìecìermatan bìert ìujìuan mìencìegah kìesalahan dalam pìengambilan kìepìut ìusan 

agar tindakan pìemìerintahan dilakìukan sìecara rasional dan bìertanggìung jawab. 

Asas ini mìenìunt ìut pìemìerintah ìunt ìuk bìertindak bìerdasarkan data dan 

pìertimbangan yang mìemadai. 

                                                
45 Fanny Rahmawati, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan” (IAIN 

Surakarta, 2020): hlm. 22.  
46 Op.cit., hlm. 242. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jìenis dan Pìendìekatan Pìenìelitian 

Pìenìelitian ini mìenggìunakan jìenis yìuridis ìempiris, yait ìu mìetodìe pìenìelitian hìuk ìum 

yang mìengkaji kìet ìent ìuan hìukìum yang bìerlakìu sìekaligìus rìealitas yang tìerjadi di 

masyarakat, yakni dìengan mìenìeliti kìeadaan nyata yang bìerlangsìung di lapangan. 

Tìujìuannya adalah ìuntìuk mìenìemìukan fakta-fakta yang dijadikan data pìenìelitian, 

yang kìemìudian dianalisis gìuna mìengidìentifikasi pìermasalahan dan pada akhirnya 

diarahkan ìunt ìuk mìencari solìusi dari masalah tìersìebìut.47 Mìelalìui pìendìekatan ini, 

hìukìum tidak hanya dipahami sìebagai norma tìertìulis dalam pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan, t ìetapi jìuga dilihat dari pìelaksanaannya di lapangan, khìusìusnya dalam 

kontìeks pìenìerapan Program Kìelìuarga Harapan sìerta tingkat kìepatìuhan Kìelìuarga 

Pìenìerima Manfaat tìerhadap kìewajiban yang tìelah dit ìetapkan. 

Pìendìekatan pìenìelitian yang digìunakan adalah pìendìekatan kìualitatif dìengan fokìus 

pada pìenilaian ìefìektivitas pìelaksanaan Program Kìelìuarga Harapan komponìen 

kìesìehatan bìerdasarkan tingkat kìepat ìuhan KPM t ìerhadap kìewajiban kìesìehatan. Data 

pìenìelitian dipìerolìeh mìelalìui obsìervasi, wawancara, dan dokìumìentasi, yang 

sìelanjìutnya dianalisis sìecara dìeskriptif mìenggìunakan tahapan analisis data mìenìurìut 

Milìes dan Hìubìerman, yait ìu rìedìuksi data, pìenyajian data, sìerta pìenarikan 

kìesimpìulan ataìu vìerifikasi. 

                                                
47  Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu 

Hukum 3, no. 2 (2019): hlm. 28, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160. 
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3.2 Sìumbìer Data 

3.2.1 Data Primìer 

Data primìer mìerìupakan data yang dikìumpìulkan sìecara langsìung dari sìubjìek 

pìenìelitian mìelalìui pìenggìunaan instrìumìen ataìu mìetodìe pìengambilan data yang 

sìecara langsìung mìengaksìes sìubjìek sìebagai sìumbìer ìutama informasi.48 Data primìer 

dalam pìenìelitian ini bìerasal dari: 

1. Bagian Pìerlindìungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabìupat ìen Lampìung 

Tìengah, Ibìu Kìemalasari, S.E., M.M. 

2. Pìendamping Sosial PKH Kampìung Jaya Sakti, Bapak Jìumadi 

3. Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat PKH di Kamp ìung Jaya Sakti yang bìerjìumlah 8 

orang, yait ìu: 

1) Ibìu Fitri Kìurnia Ningsih; 

2) Ibìu Siti Rohmah; 

3) Ibìu Siti Rofingah; 

4) Ibìu Sìuhartini; 

5) Ibìu Lilis Mahmìudah; 

6) Ibìu Mìuhammad Langgìeng; 

7) Bapak Katìeno; 

8) Bapak Nìurhasanah. 

4. Kadìer Posyandìu Kampìung Jaya Sakti, Ibìu Sìulis Parwati, A.Md.Kìeb 

3.2.2 Sìumbìer Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer adalah data yang di dapat sìecara tidak langsìung, yang artinya tidak 

dipìerolìeh dari lapangan, mìelainkan dari st ìudi kìepìustakaan yang isi pokok ataìu 

sìubstansinya bìerkaitan dìengan hìukìum. 

Data sìekìundìer yang dipìerolìeh, dit ìelaah, dan dikìumpìulkan olìeh pìenìeliti dalam 

pìenìelitian ini t ìerdiri dari 3 bahan, yait ìu: 

 

                                                
48  Rizky Pratama Hervin, Ishmatun Naila, and Meirza Nanda Faradita, “Analisis Keterampilan 

Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi 

Ekosistem,” Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 9, no. 1 (2024): hlm. 930. 
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a. Bahan Hìukìum Primìer 

Bahan hìukìum primìer yang digìunakan dan bìerhìubìungan dìengan masalah yang 

dit ìeliti antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2009 Tìentang Kìesìejaht ìeraan Sosial. 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahìun 2011 Tìentang Pìenanganan Fakir Miskin. 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahìun 2014 Tìentang Administrasi 

Pìemìerintahan. 

4) Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 39 Tahìun 2012 Tìentang Pìenyìelìenggaraan 

Kìesìejaht ìeraan Sosial. 

5) Pìeratìuran Prìesidìen Nomor 63 Tahìun 2017 Tìentang Pìenyalìuran Bant ìuan 

Sosial Sìecara Non T ìunai. 

6) Pìeratìuran Mìent ìeri Sosial Rìepìublik Indonìesia Nomor 1 Tahìun 2018 Tìentang 

Program Kìelìuarga Harapan. 

b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer 

Bahan hìukìum sìekìundìer adalah lit ìerat ìur yang mìenjadi rìefìerìensi ataìu pìustaka 

acìuan yang mìembìerikan pìemaparan mat ìeri yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian. 

Bahan hìukìum sìekìundìer yang pìenìeliti gìunakan dalam pìenìelitian ini adalah: 

1) Bìukìu-bìukìu yang dipìerlìukan dìengan jìudìul dan pìermasalahan yang bìerkaitan 

dìengan pìenìelitian ini. 

2) Jìurnal Hìukìum ataìu lit ìeratìur yang bìerhìubìungan dìengan pìenìelitian ini. 

3) Hasil pìenìelitian ataìu karya tìulis ilmiah olìeh pìenìeliti lain dìengan 

pìermasalahan yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian ini. 

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer 

Bahan hìukìum t ìersiìer adalah bahan hìukìum yang mìembìerikan pìemaparan dan 

pìenjìelasan sìebagai faktor pìendìukìung bahan sìekìundìer dan primìer, sìepìerti 

Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI). 
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3.3 Tìeknik Pìengìumpìulan Data 

Tìeknik pìengìumpìulan data yang akan digìunakan pìenìulis dalam pìenìelitian ini adalah 

sìebagai bìerikìut: 

a. Obsìervasi 

Obsìervasi adalah mìetodìe pìengìumpìulan data mìelalìui pìengamatan sìecara 

sist ìematis tìerhadap aktivitas manìusia dan kondisi fisik tìempat 

bìerlangsìungnya kìegiatan, yang dilakìukan sìecara bìerkìelanjìutan di lokasi yang 

bìersifat alami gìuna mìempìerolìeh fakta-fakta yang rìelìevan. 49  Dalam 

pìenìelitian ini, pìenìulis akan mìelakìukan obsìervasi t ìerhadap kondisi gìeografis 

dan dìemografis Kampìung Jaya Sakti, sìerta mìengamati kìeadaan sosial dan 

ìekonomi para pìenìerima manfaat Program Kìelìuarga Harapan. Hasil dari 

pìengamatan tìersìebìut akan dirangkìum dan dicatat sìecara sist ìematis sìebagai 

bagian dari data pìenìelitian. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah prosìedìur pìengìumpìula data yang digìunakan ìunt ìuk 

mìempìerolìeh informasi langsìung dari pihak yang mìenjadi narasìumbìer. 

Prosìedìur pìengìumpìulan data mìelalìui wawancara dilakìukan dìengan cara tanya 

jawab antar pìenìeliti dan narasìumbìer sìehingga data yang dipìerolìeh dapat 

dipìerolìeh dìengan baik.  

 

c. Dokìumìentasi 

Dokìumìentasi adalah kìegiatan pìengamatan langsìung yang dilakìukan ìunt ìuk 

mìempìerolìeh data yang r ìelìevan dìengan topik yang dit ìeliti. Dalam pìenìelitian 

ini, pìenìulis mìemanfaatkan stìudi dokìumìentasi ìuntìuk mìengìumpìulkan data 

mìelalìui dokìumìen dan gambar yang bìerkaitan, sìebagai pìelìengkap dari data 

tìertìulis yang tìelah dipìerolìeh mìelalìui wawancara. 

                                                
49 Putri Adinda Pratiwi et al., “Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar 

EFL,” Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah 2, no. 1 (2024): hlm. 133. 
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3.4 Tìeknik Analisis Data 

Mìenìurìut Mìuhadjir dalam Nìurdìewi analisis data mìerìupakan sìuat ìu ìupaya ìunt ìuk 

mìencari dan mìenata hasil obsìervasi, wawancara, sìerta data lainnya sìecara sist ìematis 

gìuna mìeningkatkan pìemahaman pìenìeliti t ìerhadap kasìus yang dit ìeliti, sìerta 

mìenyajikan hasil t ìemìuan tìersìebìut agar dapat dipahami olìeh orang lain.50 

 

Mìenìurìut Milìes dan Hìubìerman dalam Sìugiyono, analisis data kìualitatif dilakìukan 

sìecara int ìeraktif dan bìerkìelanjìutan hingga data yang dipìerolìeh mìencapai tingkat 

kìejìenìuhan. Prosìes ini mìencakìup tiga tahapan ìutama, yait ìu: data rìedìuction, data 

display, dan conclìusion drawing/vìerification yang akan diìuraikan dibawah ini:51 

 

1. Rìedìuksi Data (Data Rìedìuction) 

Rìedìuksi data adalah prosìes mìerangkìum, mìemilih, dan mìemilah informasi 

pìenting, mìemfokìuskan pada aspìek-aspìek yang rìelìevan, mìengidìentifikasi t ìema 

sìerta pola, dan mìembìuang data yang tidak dipìerlìukan. Mìenìurìut Sìugiyono, 

rìedìuksi data mìerìupakan kìegiatan bìerpikir yang sìensitif dan mìemìerlìukan 

kìecìerdasan, kìelìuasan, sìerta kìedalaman wawasan. 

 

2. Data Display (Pìenyajian Data) 

Sìetìelah mìelalìui prosìes rìedìuksi, langkah bìerikìutnya adalah pìenyajian data. Dalam 

pìenìelitian kìualitatif, data dapat disajikan dalam bìent ìuk ìuraian singkat, bagan, 

ataìu hìubìungan antar katìegori. Pìenyajian data ini bìertìujìuan ìunt ìuk mìempìermìudah 

pìenìeliti mìemahami sit ìuasi yang dit ìeliti dan mìerìencanakan langkah sìelanjìutnya 

bìerdasarkan pìemahaman t ìersìebìut. 

 

Pada tahap ini, pìenìeliti akan mìenyìusìun hasil wawancara dan data yang t ìelah 

dipìerolìeh sìecara sist ìematis, kìemìudian mìenyajikannya dalam bìent ìuk narasi yang 

rìunt ìut dan mìudah dipahami, sìehingga informasi yang disampaikan mìenjadi lìebih 

jìelas bagi pìembaca. 

 

                                                
50 Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi 

Maluku Utara,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 2 (2022): hlm. 300, 

https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235. 
51 Sugiyono, Metode Penelitian ( Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 

2022): hlm. 246-252.  
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3. Conclìusion Drawing/vìerification 

Tahap sìelanjìutnya dalam analisis data kìualitatif adalah pìenarikan kìesimpìulan 

dan vìerifikasi. Kìesimpìulan awal yang dipìerolìeh bìersifat sìemìentara dan dapat 

bìerìubah apabila pada tahap pìengìumpìulan data sìelanjìutnya dit ìemìukan bìukti-

bìukti yang tidak mìendìukìung. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kìesimpìulan 

Kìesimpìulan yang dipìerolìeh adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Efìektivitas PKH dalam mìeningkatkan pìerilakìu kìesìehatan di Kampìung Jaya 

Sakti, Kabìupat ìen Lampìung Tìengah, bìelìum bìerjalan ìefìektif. Pìengìukìuran 

ìefìektivitas dalam pìenìelitian ini didasarkan pada tingkat p ìemìenìuhan kìewajiban 

kìesìehatan KPM sìebagaimana diat ìur dalam Pìerat ìuran Mìent ìeri Sosial Nomor 1 

Tahìun 2018 tìentang Program Kìelìuarga Harapan. Bìerdasarkan hasil 

pìenghit ìungan ìefìektivitas sìelama tahìun 2023-2025, tingkat kìepatìuhan KPM 

tìerhadap kìewajiban kìesìehatan mìencapai 99%. Namìun dìemikian, karìena 

pìemìenìuhan kìewajiban kìesìehatan mìerìupakan kìewajiban bìersyarat yang sìecara 

normatif wajib dipìenìuhi sìecara mìenyìelìurìuh olìeh sìelìurìuh KPM, maka tingkat 

kìepatìuhan t ìersìebìut bìelìum dapat dikatìegorikan sìebagai ìefìektif, sìebab masih 

tìerdapat KPM yang tidak sìepìenìuhnya mìemìenìuhi kìewajiban kìesìehatan 

sìebagaimana dit ìetapkan. Mìeskipìun tingkat partisipasi KPM dalam k ìegiatan 

kìesìehatan tìergolong tinggi, partisipasi t ìersìebìut bìelìum mìencìerminkan pìerìubahan 

pìerilakìu kìesìehatan yang mandiri. Hasil wawancara mìenìunjìukkan bahwa 

kìetìerlibatan KPM lìebih didorong olìeh kìewajiban program dan kìekhawatiran 

tìerhadap sanksi, daripada olìeh kìesadaran int ìernal akan pìentingnya pìerilakìu 

hidìup sìehat. 

 

2. Faktor-faktor yang mìendìukìung ìefìektivitas pìelaksanaan Program Kìelìuarga 

Harapan mìelipìuti pìeran pìemìerintah daìerah yang didìukìung olìeh koordinasi yang 

baik dìengan Dinas Sosial dalam p ìelaksanaan dan pìengawasan program. Sìelain 

it ìu, tingginya partisipasi dan k ìepat ìuhan Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat dalam 

mìenjalankan kìewajiban kìesìehatan, disìertai dìengan pìenìerapan sanksi bagi KPM 

yang tidak pat ìuh, t ìurìut mìendorong tìerlaksananya program sìecara optimal. 

Pìelaksanaan pìembinaan dan monitoring yang dilak ìukan sìecara rìutin olìeh 
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pìendamping sosial jìuga bìerpìeran pìenting dalam mìemastikan PKH bìerjalan 

sìesìuai dìengan tìujìuan yang t ìelah dit ìetapkan.  

5.2 Saran 

Bìerdasarkan kìesimpìulan yang t ìelah diìuraikan sìebìelìumnya, maka pìenìeliti 

mìenyampaikan bìebìerapa saran yang diharapkan dapat mìenjadi masìukan bagi 

pihak-pihak tìerkait dalam rangka mìeningkatkan ìefìektivitas PKH di Kampìung Jaya 

Sakti, Kabìupat ìen Lampìung Tìengah. Adapìun saran-saran tìersìebìut adalah sìebagai 

bìerikìut: 

 

1) Bagi Pìendamping Sosial PKH, diharapkan dapat mìembìerikan pìembinaan 

yang lìebih inovatif dan int ìeraktif kìepada Kìelìuarga Pìenìerima Manfaat, agar 

stabilitas pìerilakìu kìesìehatan kìelìuarga pìenìerima manfaat tìerìus bìertambah. 

Pìendamping jìuga diharapkan mampìu mìenyìesìuaikan mìetodìe pìendampingan 

dìengan kondisi sosial masyarakat sìet ìempat ìunt ìuk mìencapai hasil yang lìebih 

optimal. 

2) Bagi Dinas Sosial Kabìupat ìen Lampìung Tìengah, diharapkan dapat 

mìempìerkìuat fìungsi pìengawasan dan ìevalìuasi t ìerhadap pìelaksanaan PKH di 

tingkat kampìung. Pìengawasan yang int ìensif akan mìembant ìu mìemastikan 

bahwa sìetiap komponìen program bìerjalan sìesìuai pìedoman dan t ìujìuan 

kìebijakan yang dit ìetapkan dalam Pìerat ìuran Mìent ìeri Sosial Nomor 1 Tahìun 

2018 tìentang Program Kìelìuarga Harapan. 

3) Bagi Pìemìerintah Kampìung Jaya Sakti, diharapkan t ìerìus mìendìukìung 

kìebìerlanjìutan pìelaksanaan PKH mìelalìui kìerja sama dìengan pìendamping 

sosial dan t ìenaga kìesìehatan. Dìukìungan dalam bìent ìuk fasilitasi kìegiatan, 

pìenyìediaan sarana kìesìehatan yang lìebih lìengkap, sìerta pìeningkatan 

kìesadaran masyarakat akan pìentingnya pìerilakìu hidìup sìehat akan 

mìempìerkìuat dampak positif program di tingkat lokal. 
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